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DAK SPDT di Kabupaten Situbondo dengan nilai R sebesar 0,897. Hal ini 

menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang kuat antara variabel independen 

(Kompetensi Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, Tata Kelola) terhadap 

variabel dependen (Implementasi Kebijakan). Sedangkan R square (R2) 

adalah 0,804, yang berarti 80,4% implementasi kebijakan bisa dijelaskan oleh 

variabel SDM, kelembagaan dan tata kelola. Sedangkan sisanya (100%-

80,4%=19,6%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. 

5.2. Saran 

1. Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perlu terus ditingkatkan untuk 

meningkatan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

diembannya dengan cara memberikan kesempatan mengikuti pendidikan dan 

pelatihan baik di dalam maupun di luar kedinasan, melanjutkan pendidikan, 

dan memberi motivasi lebih agar pegawai dapat meningkatkan kapasitas dan 

lebih bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang diembannya. 

2. Tata Kelola memberikan kontribusi yang positif walaupun memiliki angka 

yang paling rendah dibanding variabel lainnya. Tata kelola pemerintahan 

yang baik perlu lebih ditingkatkan dalam hal transparansi dan akuntabilitas 

dalam rangka menciptaan iklim keterbukaan informasi baik dalam 

pelaksanakan lelang pekerjaan maupun dalam menentukan kelompok 

penerima manfaat di masyarakat yang akan mendapatkan alokasi bantuan dari 

kegiatan DAK SPDT. Demikian pula optimalisasi peran aparatur di daerah 

dalam menjalin koordinasi dan kerjasama baik secara internal, dengan SKPD 

terkait, dengan pemerintah daerah lain maupun dengan pemerintah pusat. 

3. Peranan Kelembagaan memiliki angka korelasi yang paling tinggi, sehingga 

perlu tetap dipertahankan bahkan jika memungkinkan ditingkatkan 

peranannya agar implementasi kebijakan pengelolaan DAK SPDT dapat lebih 

bermanfaat bagi masyarakat. 

4. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan ruang lingkup yang lebih luas 

untuk menggali lebih dalam variabel-variabel lainnya yang berperan dalam 

implementasi kebijkan pengelolaan DAK, seperti struktur birokrasi, 

komunikasi, disposisi dan lain-lain. 
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